
SAI,INAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 14 TAHUN2O22

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI , ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasa-l 11 ayat (1)
Undang-Undalg Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi
Papua Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi
dan Sumber Daya Mineral.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan
Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di
Pronnsr lnan Barat tlembaran l\egara Republk indonesra lahun
1969 Nomor 47,I*mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terathir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2O2l tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor 155, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
P-^,,1,1;L. I-^^-^-i- N^m^r <r2l-l oalaadoi*--^ i^l^L 1!-li-r46d L.dlir\rruLr\-r \, r!!qb\rl.rr* LLL!!qp* r!6-

diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tertang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lemharan Nesa.!'a Renrrhlik Jnrlone. .sja Nomr 68O I l''o --

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6.Undang-Undang,...... / 2
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6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Ilnrlang Nornor 11 Tahrrn 2O2O tenlanq a.ilta Keria lT.ernharan
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 ter:tang Pembentukan
Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 lii.riii'-r, i56, Tariri;aiiari Lsiirbar dri i{egir-i il Reprrbiik iriiii..iircsia
Nomor 6804);

8. Peraturan Pemerintah Nomor IOO Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200O Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
10O Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam
Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4194);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tamtrahan Temharan Negara Renrrhlik Inrlonesia Nomor 4.5931:

1O. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
'I'^L,,- o^ I o +a-+^r^ D--,1--L^- 
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18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 64O2);

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2Ol7 terfiang Manajemen
Danarrroi N----.i qi-;l ,Iaah-foh Nadara p-^,,LliL I-^^---i- T-L,,-- -bq.r ur

2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O2O tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegarrrai Negeri Sinil {Lernharan Npgare Reprrhlik I-r-lonesia Tahrrn
2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6477);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2O2l tentang
Penyelenggaraan PerLinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran
iriegara Repubiik indonesia Tairun 202 i iiomot i5, Taini;airatt
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 20 18
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Pere,turr"an.... ta
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2O36) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk HuiLrum Daerah (Benta
Negara Republik Indonesia Tahun 2O18 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang
Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 13 Tahun 2O19 tentang Pengusulan, Penetapan dan
Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 834).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA,
TRANSMIGRASI , ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Delan Persturan Gubernur ini;,ang dirna-ksud dengar:
1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Provinsi ada,lah Provinsi Papua Tengah.
3. Kabupaten adalah Kabupaten di Papua Tengah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pe.merintah f)aerah dan T)ewa n Pr"nvakilan Rakvaf Daerah rnenr rrr rf a-sas of onorni
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.

5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur
penlrelenggara pemerintahan di Daerah.

6. Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Tengah.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah peiabat yang mempunyai kewenangan

menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan
pembinaan manajemen ASN di instalsi pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan ;

1O. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Badan Daerah dalam lingkup
Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

11. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah Provinsi Papua Tengah.
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana

teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatarr
teknls penunJang tertentu.

13. Aparatur Sipil Negara, yalg selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil
dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diargkat oleh pejabat
pembina kepegawaian dan diserahi tugas da-lam suatu jabatan;

L4.Pegawai......l4
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14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia
yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh
pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;

15. abatan Stuktural adalah suatu kedudukan yalg menunjukan tugas, tanggung
jawah. wewenens dan hak seorens Pegawai Neqeri Sinil da'larn srratrr safrran
organisasi perangkat daerah meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara
eselon IIa dan IIb, Jabatan Administrator set€rra eselon IIIa dan IIIb serta jabatan
pengawas setara Esselon IVa;

16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian darr
ketrampilan tertentu.

17. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada
instansi pemerintah;

18. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin
pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan
dan pembangunan;

19. Pejabat Administrator yang selanjutnya disebut Administrator adalah Pegawai ASN
yang menduduki Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah;

20. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan
pelaksanaal kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana;

21. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas
berkaital dengan pelayalan publik serta administrasi pemerintahan dan
pembangunan.

BAB II
qIIqI INAN r\P(:ANIqAqI TI I'1AE NAN FI TN'':qI

Pasal 2

(1)

(2t

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Dinas
wanq heraria di haurah dan herfanoorrnq iawah kenada (}rhernrrr rnelalrri Sekretaris
Daerah.
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh
kepala dinas.

Pasal 3

(1) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai
tugas membantu Gubernur dalam melaksanaka-n kewenangan desentralisasi dan
dekonsentrasi di bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian, energi dan sumber
daya mineral sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan
perrtndao.g-r rnd anga n

(21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Tenaga
Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis ketenagakerjaan, ketransmigrasian, energi dan

sumber daya mineral sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur
berdasarkan peraturan gerundane-undangan:

b. penyelenggaraan penetapan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan
umum pemerintahan dal dan pelayanan umum bidalg ketenagakerjaan,
ketransmigrasian, energi dan sumber daya mineral;

c. penyelenggaraan program-program kegiatan bidang ketenagakerjaan,
ketransmigrasian. energi dan sumber dava mineral:

d. penyelenggaraan pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
e. penyelenggaraan pembinaan fasilitasi bidang ketenagakerjaan,

ketransmigrasian, energi dan sumber daya mineral;
f.penyelenggaraal...... / 5
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f. penyelenggaraan kebijaksanaan ketenagakeq'aan, di bidang pelatihan vokasi dan
produktivitas, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan keda, serta
hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan;

g. perumusan pelaksanaan kebijaksanaan pelatihan vokasi dan produktivitas,
nenemfraten ter!1aga kerja dan perlrrasap kesemoa-ta-n ke1a, serta hrrhrrnga-n
industrial dan pengawasan ketenagake{aan;

h. penyelenggaraan pembangunan kawasan transmigrasi;
i. penyelenggaraan penataan pesebaran penduduk yang berasal dari lintas daerah

dan dari kabupaten/ kota;
i. nenvelenggaraan pengembangan satuan oermr:kiman oa.da tahapan penemoatan

dan pada tahapan kemandirian;
k. penyelenggaraan pembinaan dan koordinasi potensi kawasan transmigrasi;
1. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan masyarakat transmigrasi; dan
m. pembinaan pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan

penyeleneearaan urusan ketenagakeriaan. ketransmigrasian. enersi dan sumber
daya mineral.

Bagian Kesatu
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1) Susunan organisasi Dinas terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri atas:

1. Subbagian Umum dal Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan dan Aset,

c. Bidang Tenaga Kerja:
1 . Seksi Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
2. Seksi Penempatan Tenaga Ke{a dan Perluasan Kesempatan Ke{a; dan
3. Seksi Hubungan lndustria-l dan Pengawasan Ketenagakerjaan.

d. BidangTransmigrasi:
1. Seksi Penyiapan La-l.an dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Utilitas;
2. Seksi Penataan Persebaran Penduduk; dan
3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

e. Brdang Sumber uaya Mrnerat:
1. Seksi Geologi;
2. Seksi Mineral dan Batubara;
3. Seksi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi.

f. Kelompok Jabatan Fungsiona,l; dan
g. Unir Peiaksana Tei<nis Dinas (UPTD).

(21 Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Bagian Kedua
TUGAS D.A.N F'Ui!GSI

Dinas Tenaga Keda, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 5

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan
k-el'ena::gen deeentralisesi dan dekcnsentrcsi di bidang ketencg.lker.icul,
ketransmigrasian, energi dan sumber daya mineral sesuai dengan kebijaksanaan
yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2)Untuk....../6
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(21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), sebagai
berikut:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakeq'aan, ketransmigrasian,

energi dan sumber daya mineral sesuai kebijaksanaal yang ditetapkan oleh
Gtthernrtr her<lasarkan nFratllran !'rerr lnrla n q-lr ndangan;

b. perencanaan pengembangan dan menggali sumber-sumber dalam rangka
pemberdayaan potensi ketenagakerjaan, ketransmigrasian, energi dan sumber
daya mineral;

c. pelaksanaan program kegiatan bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian,
energi dan sumber dava mineral:

d. pelaksanaan kesekreta-riatal dinas;
e. penetapan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan umum pemerintahan

dan pelayanal umum di bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian, energi dan
sumber daya mineral;

f. pengoordinasian pelaksalaan kegiatan yang berkaitan dengan penvelesaial
masalah ketenagakerjaan, ketransmigrasian, energi dan sumber daya mineral;

g. pelaksanaan pembinaan kebijaksanaan ketenagakerjaan, di bidang pelatihan
berdasarkan klaster kompetensi dan penempatan tenaga kerja, hubungan
industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, pengawasan ketenagakerjaan dan
UPTD;

h. pelaksanaan pembinaan fasilitasi bidang ketenagakeq'aan;
i. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelatihan

vokasi dan produktivitas, bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan
kesempatan kerja, dan bidang hubungan industrial dan pengawasarl
ketenagakerjaan;

j. penyelenggaraan pembangunan kawasan transmigrasi;
k. penyelenggaraan penataan persebaran penduduk yang berasal dari lintas

daerah;
1. penyelenggaraan penataan pesebaran penduduk yang berasal dari

kabupaten/kota;
m. penyeienggaraan pengembangan satuan permukiman pada tahapan

penempatan;
n. penyelenggaraan pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian;
o. penyelenggaraan pembinaan dan koordinasi potensi kawasan transmigrasi;
p. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan masyarakat transmigrasi;
q. penylapan perumusan clan pelaxsanaan Kebuakan teknrs dr blclang peiatlnan

vokasi dan produktivitas, bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan
kesempatan kerja, dan bidang hubungan industrial dan pengawasan
ketenagakerjaanpelaksanaan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi dan
produktivitas; dan

r. pembinaan pengawasan, pengendaiian, monitoring, evaiuasi dan peiaporan
penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Sekretariat

Pasal 6

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

(2\ Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan pen1rusunan program dan
penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif
serta kerranga-n rlan a-se+ Lepegarrraian ketetar-rsehaa-n protoknl, ]ntrrrngan
masyarakat dan rumah tangga, organisasi, tata laksana serta dokumentasi
peraturan perundang-undangal pada Dinas Tenaga Keda dan Transmigrasi.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (21, sebagai berikut:
a.penghimpunan....... I 7
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a. penghimpunan bahan/data perencanaan dan penl'usunan program Dinas
Tenaga Kerja darl Transmigrasi serta perencanaan anggar€rn;

b. penghimpunan bahan/data penyusunan pelaporan Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi;

c nelaLsanaar ner.r rrf r-rsar: art::inistrasi kepegarrra,ian ;

d. pelaksanaan urllsan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan dan aset;
e. pelaksanaan urusan perpustakaan, hubungan masyarakat, organisasi, tata

Iaksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-
undangan;

f. nelaksanaan rlrusan pengelolaanladministrasi ker:aogan- dan keoe-gawaian:
g. pemantauan, pengevaluasian dal pelaporan pelaksanaan tugas; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kerja,
mengumpul, mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi,
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Subbagian Umum dan
Kepegawaian.

(21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan pada Subbagian

Umum dan Kepegawaian;
c. penyelenggaraan fasilitasi urusan protokol dan hubungan masyarakat pada

Dinas;
d. pelaksanaan koordinasi dan penlrusun€rn evaluasi kelembagaan,

ketatalaksanaan dan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang
undangan;

e. penyediaan perlengkapan rumah tangga kantor, pengeiolaan surat menJrurat,
arsip, komunikasi, dokumentasi dan pelayanan umum kantor;

f. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan formasi ASN meliputi penl'usunan
analisis jabatan, analisis beban kerja, usulan formasi, distribusi dan penataan
pegawai serta standar kompetensi jabatan;

g. pengeloiaan admrnlstrasr kepegawalan;
h. pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan

Laporan Harta Kekayaan ASN (LHKASN) sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;

i. pengelolaan administrasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dal budaya kerja
pacia Dinas sesuai ciengan Peraturan perundang-un<iangan;

j. pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan pada Subbagian
Umum dan Kepegawaian secara lisan dan tertulis agar tercapai efisisensi dan
efektivitas dalam pelaksanaan tugas;

k. penilaian prestasi kerja para bawahan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
i. preiili.sarraaii iii,-iriii",l,i iiig, cvaiuasi dari ijciiy usuirtiii iapi;r air tei iiar,iap

pelaksanaan tugas dan fungsi pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris dalam rangka kelancaran

pelaksanaan tugas kesekretariatan.

Subbagiar....../8
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Subbagian Keuangan dan Aset

Pasal 8

(1) Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyusun rencana kerja,
aa-mrmhrrt aaraaloh hahan rcara,radh l,ahiid1,-h L^^-,{i-^-i ,.lah f^6;r;r66;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Subbagian Keuaagan darr
Aset.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sqffoagian
Keuangan dan Aset mempunyai fungsi:
a frnrrr1 s!1!tan rencana ke{a Srrhhagian Ker-ra-nqandan Aset;
b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan pada Subbagian

Keuangan dan Aset;
c. peiaksanaan pengelolaaan keuangan dan aset sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;
d. pengelolaan lrnrsan nerhendaharaan:
e. pelaksanaan penyusunan rekonsiliasi keualgan dan aset;
f. pelaksanaan penatausahaurn keuangan dan aset;
g. penyelenggaraan penyusunan renc€rna kebutuhan dan pemelihara€rn barang

perangkat daerah;
h. pelaksanaan koordinasi dan penvusunan bahan tindak laniut laporan hasil

pemeriksaan lingkup dinas;
i. pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan pada Subbagian

Keuangan dan Aset secara lisan dan tertulis agar tercapai efrsisensi dan
efektivitas dalam pelaksanaan tugas;

i. penilaian prestasi kerja para bawahan pada Subbagian Keuangan dan Aset;
k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap

pelaksanaan tugas dal fungsi Subbagian Keuangan dan Aset; dan
1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris dalam rangka kelancaran

pelaksanaan tugas kesekretariatan.

Bidang Tenaga Kerja

Pasal 9

(1) Bidang Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah
A-a l-'ataaam!-^ i6.r,ak L-^-A^ I/-*al- f\iaa-

(21 Bidang Tenaga Kerja mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan teknis di bidang pelatihan vokasi dan produktivitas, bidang penempatan
tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, dan bidang hubungan industrial dan
pengawasan ketenagakerjaan.

(3) ITnfrrk melaksa-nakan trrgas sehagaimana dirrraksurt oada awat 1, Fjda.ng Tenaga
Kerja menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi di di bidang pelatihan vokasi dan

produktivitas, bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan
kerja, dan bidang hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan;

h. penwi.anan trahan nenrmusan kehijakan teknis di hid"ang ne'latihan vokasi dan
produktivitas, bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan
kerja, dan bidang hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan;

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pelatihan vokasi dan
produktivitas, bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja,
dan bidane hubungan industrial dan pengawasan ketenagakefiaan:

d.pemberian....../9
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d. pemberian dukungan teknis terhadap penyelengg€rra€rn pemerintah daerah di
bidang pelatihan vokasi dal produktivitas, bidang penempatan tenaga kerja dan
perluasan kesempatan kerja, dan bidang hubungan industrial dan pengawasan
ketenagakerjaan;

e ncrnhinaan rlan nengawasan ferharlan nelaksanaalr frrgas rlan fr.rngsi rli hidanq
pelatihan vokasi darr produktivitas, bidang penempatan tenaga kerja dan
perluasan kesempatan kerja, dan bidang hubungan industrial dan pengawasan
ketenagakerjaan;

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas
dan fungsi di tridang oelatihan vokasi dan produktivitas. bidang DenemDatan
tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, dan bidang hubungan industrial
dan pengawasan ketenagakerjaan;

g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan
tugas dan fungsi di bidang pelatihan vokasi dan produktivitas, bidang
penempatan tenaga ker-ia dan perluasal kesempatan keria. dan bidang
hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pelatihan
vokasi dan produktivitas, bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan
kesempatan kerja, dan bidang hubungan industrial dan pengawasan
ketenagakerjaan.

Seksi Pelatihan Vokasi dan Produktirritas

Pasal 10

(1) Seksi Pelatihan Vokasi dan Produktivitas mempunyai tugas menyiapkan bahan
pelaksanaan pelatihan vokasi berbasis kompetensi dan peningkatan produktivitas.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sebagai berikut:
a. Penyebarluasan/promosi informasi akreditasi kepada iembaga pelatihan kerja

vokasi;
b. Koordinasi peiaksanaan akreditasi lembaga peiatihan vokasi;
c. Koordinasi pemantauan dan evaluasi status akreditasi lembaga pelatihan;
d. Koordinasi Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK);
e. Koordinasi pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan berbasis kompetensi;
f. Koordinasi penyiapan sarana dan prasarana pelatihan berbasis kompetensi;
g. hoorcllnasl penylapan calon peserta pelatlrran kerla berDasrs kompetensl:
h. Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan keq'a berbasis

kompetensi;
i. Penyiapan program pelatihan dan pemagangan;
j. Penyiapan infrastruktur dan tenaga pelatihan;
k. iioordinasi promosi peningkalan prociuktivitas;
1. Koordinasi pengukuran produktivitas tingkat daerah provinsi;
m. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelatihan Kerja dan Produktivitas

Tenaga Ke{a baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai
sebagai bahan informasi bagi atasan; dan

ti. liieiail'siiniakari iugas iaiii yai:,g riii-.i,er ikan r.lieir Kepu.ia Biti.uig secil a L,cr kaiir
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pelatihan Kerja dan
Penempatan Tenaga Kerja.

Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

Pasal 11

(l) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas
menyiapkan bahan pelaksanaan penempatan tenaga ke{a dan perluasan
ke-sernnatan ker-ia

(2) Uraian....../ 10
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(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a. promosi informasi pasar kerja dalam pelayanan antar ke{a kepada pencari kerja

dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
b. koordinasi penyuluhal dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja

serta nerll lasan lre-sernnatan'kecia kenarla rnaqwa rakat.
c. koordinasi peranta-ra€rn kerja dalam pelayanan altar kerja serta perluasan

kesempatan kerja kepada masyarakat;
d. verifikasi penerbitan izin LPTKS Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
e. promosi informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi keda di dalam

da di luar negeri (dalam hutrungan ker-ia dan di luar hubungan kerjal:
f. koordinasi penyiapan sarana dan prasarana terkait penyebarluasan informasi

syarat dan mekanisme beke{a ke luar negeri kepada pemerintah daerah
Kabupaten/ Kota;

g. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyebarluasan informasi
svarat darr mekanisme bekeria ke luar neqeri kepada pemerinah daerah
kabupaten / kota;

h. penyiapan sumber daya manusia untuk melakukan pelayanan pemulangan dan
kepulangan TK[;

i. koordinasi penyiapan sarana dan prasarana untuk pemberdayaan TKI purna;
.i. verilikasi dokumen pengesahan RPIKA perpaniangan kepada pemberi kerja TKA

yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam
I (satu) daerah provinsi;

k. koordinasi penyiapal sarana dan prasarana untuk melakukan pelayanan
pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan,
jumlah TKA dan lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah provinsi;

1. koordinasi pemantauan dan evaluasi hasil penerbitan perpanjangan IMTA;
m. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Penempatan Tenaga Keda dan

Perluasan Kesempatan Kerja baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang
telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala
dalam rangka kelancaran peiaksanaan tugas Bidang Pelatihan Ker.1a dan
Penempatan Tenaga Ke{a.

Seksi Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan

Pasai i2

(i) Seksi Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas
menyiapkan bahan pelaksanaan hubungan industrial dan jaminan social tenaga
kerja serta pengawasan ketenagakerjaan.

(2\ Uraiarr rugas sebagaimana dimaksLrri pada ayai (i) sebagai berikur:
a. menganalisis dokumen pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) dan pendaftaran

Perjanjian Kerja Bersama (PKB Daerah Provinsi;
b. merencanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengesahan peraturan

perusahaal dan pendaftaran pe{anjian kerja bersama;
(-. riici eriud.irdi!.ai^ 'uiirri;iiigilir, tei\.iris pcirci apdri sir uiiii-il iirir sla.ia upirii, Upaii

Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK);
d. menyiapkan bahan pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di

perusahaan, pelaksanaan mogok kerja, dan penutupan perusahaan;
e. merencanakan pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kery'a Sama Bipartit

ni nanrcahaan.

f. merencanakan pemberian fasilitasi dan/ atau mediasi terhadap potensi
perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan;

g. merencanakan pembinaan, penyuluhan, bimbingan, dan monitoring hubungan
industrial; 

h.menyiapkan ......r r i


